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WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN

NOMOR \\é /180/2025
TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PADA PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA PARIAMAN,

. bahwa dalam meningkatkan profesionalisme aparatur

negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
baik di tingkat daerah diselenggarakan penilaian indeks
reformasi hukum.

. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi

yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi,
melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana amanat
Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Mandiri Indeks
Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4187);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENILAI
MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA
PEMERINTAH DAERAH.




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

Tim Penilai Mandiri Indeks Refomasi Hukum Tahun 2025
pada Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
1. ketua Tim Asesor bertugas:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian

mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintahan

Kota Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks

Reformasi Hukum.

2. anggota Tim Asesor bertugas:

a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data
dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus
bagi Pemerintahan Kota Tahun 2025 pada Aplikasi
Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri
Pemerintahan Kota Tahun 2025 pada Aplikasi
Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

3. ketua Tim Kerja Bertugas:

bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung

Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan

variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.

4. Anggota Tim kerja bertugas:

a. Mengiventarisasi data dukung Indeks Reformasi
Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks
Reformasi Hukum Tahun 2025;

b. Menggunggah seluruh data dukung pada Aplikasi
Penilaian Indeks Reformasi Hukum,;

c. Melaporkan hasil inventarisasi dan pengunggahan
data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025
kepada Ketua.

Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan
pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pariaman.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tangga}y)27 Maret 2025

WALI KOTA




A. Tim Asesor
Ketua
Angota

B. Tim Kerja
Ketua

Anggota

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA
PARIAMAN

NOMOR \\¢/\80 (202§
TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN
2025

PADA PEMERINTAH DAERAH

TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN 2025

. Sekretaris Daerah
: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. Kepala Bagian Hukum

: Kepala Bagian Hukum

1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
2. Analis Hukum Ahli Muda

3. Analis Kebijakan Ahli Muda

4. Analis Hukum Ahli Pertama

5. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

6. Dokumentaris Hukum

i

. Penelaah Teknis Kebijakan




